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BUFATI KEPULAUAN RIAU 
I

bahwa untrrk lebih meningka*an kualitas, efisiensi dan cfek;rifitas
Pendidikan dan Pelatihan (Dikla$ Pegawai Negeri Sipii eii

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau dipandang pedu
mengatur penyelenggaraan proga.ln Diklat dalam jabatan;

br-hwa b.'rdasr.rlran pertimbangan tersebrrt rJi atas, perlu mcnertapknr
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggara&l Diklat Daiam,
Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Katrupat*rr
Kepulauan Riau.

Undan!-undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Propinsi
Sutratera Tengah (Lembaga Negara RI Nomor 25);

Undirng - undang Nornor 8 Tahun i974 tentang Pokok-polrok
Kepegqwaian (Lembuan Negara Tahun lg74 Nom-rr 55, Tambahan
I-emb*ildn,Negara lrl"pmor 3041) sebagaimana telair diubah dengan
Undang-rindang Nonror 43 Tahun 1999 (l,embaran Negara J'alrun
1999 Nomor 169, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3S90);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 Pembentukan Propinsi
Kepulauan Riau (Leml'.ran Negara Republik Indonesia taleun 2002
Nomor III tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornnr
423'7);

Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 ientang Sistem l'endidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, 'l'arntxrhan

Lembarart Negara Nomor 4301);

Undang-uadang Nomor l0 tahun 2004 tentang Pembentuken Peraturan
Perundang-rmdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia
Nomor 4339);
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9.

Peraturan Penrerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegaviai Negeri Sipil (Lemba.an Negara Tahun

2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor,4910);
I

Peraturan Pemerintah ]rlomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

l4,,Tambahan l,embaranNegaraNomor 4262); I

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tent'ang I Wewenang

Pengangkatan, Pemirtdahan dan Pemberhentian Pegawai flegeri Sipil

(Leribaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, tambzrhan Lemharan

Negara Nomor 4263)

10. Keputusan Kepala Lernbaga Administfasi Negara Nomor

tqixtttlt 0l6l1qu tentang Pedoman umum Penyelenggaraan

tentang Pendicliran dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negerr Sipil;

11. Peraturan f)aerah K.abupaten Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2005

tentang Pembentukan Organisasi Lemtraga T'eknis Daerah Kabupaten

Kepulitran Riau (Lembaran Daeralr Kabupaten Kepulauan Riau

Tahun 2005 Nomor l3 Seri D Nomor 7)

N,TEMTJTUSKAN

PEDOMANPENYTiT,ENGGARAANPENDIDIKANDAN
PELATIHAN DAI,AM JABA'|AN PEGAWAI NEGTiRI SIPIL Di

LINGKUNGAN PEMERIN'i'AH KABI.]PATEN KEP{JI,AUAN

RIAU

Menetapkan

Pasal 1

(1) Setiap penyelenggaraan Pendidikan Latinan dalam Jabatan Pegawai

Negeii Sipil yang diselenggarakan oleh Unit Kerja maupun

mengirim[an Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti diklat diluar

I-inglungan pernerintah Kibupaten Kepulauan Riau harus melalui

proses Analisis Kebutuhan Diklat;
(2) feknik yang digunakan untuk rnenganalisis kebutuhan diklat

sebagaimanapadalyat(l) adalah Analisa T'ugas dan Analisa Kinerja;

(3) pelafsanaan dan hasil Analisis Kebutuhan Diklat dikoordinasikan dan

diko.rsultasikan terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten KePulauan Riau'

Pasal 2

(1) Pimpinan unit Kerja yang menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

untuk mengikuti suatu program Diklat sebagaimana dimaksud dalam

Pasaltw4iu,n.,nyu-puikannama.namaPegawaiNegeriSipil
tersebut kepada Ulrpati melalui l]adan Kepegawaian_Daerah' untuk

selanj utnya-disampaikan kepada pihak penyelenggara Dikl at'

(2) Sebelum mengikuti Diklat, Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk

mengikuti prJgt* Dikl*t dapat mempresentasikan pengetahuan ian

keteiampil-tryu saat ini dihadapan pimpinan unit kerja; alasan
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(3) Setiap Pimpinan unit kerja *ajib rnelakukan pem.rnrauan dan
evaluasi pasca Diklat terhadap perkembangan pengetahuan dan
keterampilan alumni peserta Diklat yang telah ditunjuknya dan
menrbuat laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Pasal 3

satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan kegiatan
dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap
Pegawai Negeri sipil diantr*anya Bimbingan Teknis, workshop. Kursus,
S.rsialisasi. dan lain-lain , agar berkoordinasi dengan Bidan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal penyusunan Kurikulum,
Modul Pembelajaran, Fasilitas Belajar, Tenaga Instruktur, maupun Evaluasi
Hasil Pembelajaran.

Pasal 4

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Kepemirnpinan dapat diberikan bantuan
sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kepu,auan Riau;

(2) Besarnya bantuan sebagairnana tersebut pada ayat (l) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Ber,ra l)aerah
Kabupaten Kepulauan Riau

Diundangkan di Krjang
Pada tanggal 11 ltaret 2006
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